
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 2011, 2015 KEMKES. BMN. Pelaksanaan,Pedoman. 

Pencabutan 

 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 79 TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, dan 

tertib pengelolaan barang milik negara di lingkungan 

Kementerian Kesehatan, diperlukan pedoman 

pelaksanaan dalam pengelolaannya;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4515); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

5. Keputusan Menteri Pemukinan dan Prasarana Wilayah 

Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 2001 tentang Sewa 

Rumah Negara; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, 

Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan 

Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah 

Negara; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

582/MENKES/SK/III/2011 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penandatanganan Pemberian Ijin Penghunian 

(PIP) dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara 

Kementerian Kesehatan; 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor  218/KM.6/2013 

tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri 

Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas 

Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat 

dan/atau Keputusan Menteri Keuangan; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang 
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Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor  341); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor  588); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 588); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ); 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/MENKES/264/2015 tentang Pelimpahan 

Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna 

Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di 

lingkungan Kementerian Kesehatan. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: 

a. penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, 

pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; dan 
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b. pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara.  

 

Pasal 3 

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan  digunakan sebagai 

acuan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian 

Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik 

negara. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

362/Menkes/SK/IX/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

422/Menkes/SK/XII/2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 November 2015 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2015 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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